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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat
dan ridho-Nya penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotikak Nasional
Provinsi tahun 2020 — 2024 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini
merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Rencana Program Kerja (Renproja) yang telah disusun ini tidak berarti banyak
tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari
seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Saran yang sifatnya konstruktif atau membangun sangat diharapkan dari Biro
Perencanaan Sekretariat Utama BNN untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan dating.
Akhirnya kepada semua oihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Program Kerja
(Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 — 2024 ini

diucapkan terima kasih.

f"’”o 'T
[
/6»"*‘“ s 29 Septeptfer 2021
// A\ Kepala B.a .ﬁ’ ¢)ptika Nasional
!}; Q;t Provinsi \era rat
(| x(KEPA ; I
\\ ?;3 :r" /
\%, &
\7 A ASRIL
[Sumafes



BAB1
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM
Menyajikan data terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di
wilayah provinsi. Jenis data yang dapat disajikan diantaranya;
a. Data kasus tindak pidana narkoba
e Pada Tahun Anggaran 2020 BNN Provinsi Sumatera Barat mendapatkan
terget sebanyak 12 kasus dengan anggaran Rp 1.014.080.000,- dan
terealisasi 200%. Dengan target 12 kasus dan penyerapan anggaran
Rp 984.857.705,-
e Pada Tahun Anggaran 2021 BNN Provinsi Sumatera Barat mendapatkan

target sebanyak 17 kasus dengan rincian :

BNNP Sumatera Barat : 9 kasus : Rp 897.853.000
BNNK Payakumbuh : 2 kasus :Rp 71.052.000
BNNK Sawahlunto : 2 kasus :Rp 71.052.000
BNN Kab. Solok : 2 kasus :Rp 71.052.000
BNN Kab. Pasaman Barat : 2 kasus :Rp 71.052.000

b. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary.
e Penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary pada Tahun Anggaran
2020 sebanyak 71 orang sedang untuk Tahun 2021 ada sebanyal 38 orang.
c. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)
e Pada data fasilitas layanan rehabilitasi LRIP sebanyak 10 lembaga dan
LRKM sebanyak 6 Lembaga pada BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2020. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat sebanyak
6 lembaga yang berkerjasama dangan BNNP Sumbar
d. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak).
e Data fasilitas [IPWL di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 31 lembaga
e. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.
e Data penyalahguna Narkoba yang telah mendapatkan layanan Rehabilitasi
pada TA. 2020 sebanyak 150 orang dan sampai dengan 30 Agustus 2021
sebanyak 120 Orang.



f. Data penghuni lapas kasus penyalahgunaan narkoba.
e Data penghuni Lapas kasus penyalahgunan Narkoba per tahun 2021
sebanyak 2.217 orang.
g. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi, dll.
e [uas Wilayah Daratan : 42. 012,89 km?
e [Luas Wilayah Laut : 2.420,385 km?
e Jumlah Penduduk . laki — laki =2 760,6
Perempuan = 2 785,1
e Jumlah Kabupaten : 12 kabupaten
e Jumlah Kota : 7 kota
e Jumlah Kecamatan : 147 kecamatan
e Jumlah Kelurahan : 877 kecamatan
e Jumlah Fasilitasi Kesehatan :
'] Rumah Sakit Umum Daerah : 82
[l Pusat Kesehatan Masyarakat : 278

e Jumlah Sarana Pendidikan

(1 SD Sederajat : 4,409
'l SMP Sederajat : 1,270
[] SMA Sederajat : 558
[l Perguruan Tinggi (PT) :128

h. Data SDM BNN di wilayah Provinsi (Termasuk BNN Kabupaten/Kota, jumlah dan
kategorinya).
. Data SDM / Pegawai BNN Provinsi Sumatera Barat :
[l ASN : 18 Orang
[l Polri : 10 Orang
[l PPNPN :28 Orang

i. Data sarana prasarana perkantoran (gedung kantor milik sendiri, sewa atau pinjam
pakai).
. Saran Prasarana Perkantoran BNN Provinsi Sumatera Barat sampai tahun

2021 masih berstatus pinjam pakai.



j.  Sarana klinik BNNP dan BNNK.
. Dalam hal sarana dan prasarana Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera
Barat antara lain : Komputer, Tensi Meter, Timbangan Badan, Pengukur

Suhu, brankar, kursi roda, obat — obatan, rapid test urine dan pot urine.

k. Senjata api; dll
o Dukungan transportasi, pengamanan petugas dan lingkungan kantor BNN
Provinsi Sumatera Barat dilengkapi dengan :
"] 4 unit Kendaraan Roda 2
'] 8 unit kendaraan Roda 4 terdiri dari :
v 1 unit kendaraan Kepala
v" 2 unit kendaraan operasional
v" 1 unit kendaraan tahanan
v" 3 unit mobil sosialisasi
v 1 unit mobil tes urine
Pucuk Senjata Api Laras Pendek
10 Pucuk Senjata Api Laras Panjang
10 pucuk senjata api
31 unit rompi anti peluru
2 unit brankas senjata

2 unit alat ekstrak data

O O 0o o o o d

1 unit alat tes narkotika

1. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya.
o Data capaian atau realisasi anggaran pada tahun anggarn 2020 sebesar 95,88
% sementara di Tahun 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 sebesar 59,12
%. Hal ini disebabkan situasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
sehingga ada beberapa kegiatan terkendala untuk dilaksanakan bahkan

direcofussing.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN
1. Potensi
Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan

narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun



eksternal organisasi BNN Provinsi Sumatera Barat yang dapat dikelola dan

dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Sumber Daya Alam
Sumber daya alam yang ada di Sumatra Barat adalah berupa batubara, batu besi,
batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa
sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan. Perairan pantai barat dan Kepulauan
Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Di daerah perbukitan dan pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkih, dan
lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu. Medan
yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang curam merupakan
tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.
Bahan galian juga banyak terdapat di daerah ini. Salah satu yang telah banyak
memberi manfaat bagi daerah ini adalah batuan kapur sebagai bahan dasar
industri semen. PT Semen Padang telah memanfaatkan kekayaan alam ni selama
puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar
Danau Singkarak, dan Padangpanjang. Bahan galian lainnya adalah batu bara di
Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di Padangpariaman. Sumber air yang
melimpah juga telah banyak memberi manfaat bagi pembangunan daerah ini.
Perairan danau Singkarak dan Maninjau telah lama dimanfaatkan sebagai
pembangkit listrik tenaga air. Sumber air ini juga memiliki potensi besar untuk
diolah dan dikemas menjadi air mineral.

b. Geografis
Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54’ Lintang Utara
dan 30 30’ Lintang Selatan dan antara 980 36’ - 1010 53” Bujur Timur.
Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan
mempunyai luas wilayah sekitar 42,01 ribu Km?2 . Provinsi Sumatera Barat
berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi
Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia.Secara administratif,
Wilayah Provinsi Sumatera Barat

berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu.

3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.



4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

c. Sumber Daya Manusia
Hasil sensus penduduk 2020 jumlah penduduk provinsi sumatera barat 5,53 juta
jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki di Sumatera Barat
sebanyak 2,79 juta jiwa, atau 50,35 persen dari penduduk Sumatera Barat.
Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat sebanyak 2,75 juta
orang, atau 49,65 persen dari penduduk Sumatera
Barat. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk
Sumatera Barat sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki per 100

perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2020.

2. Permasalahan
Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas
penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-
permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di
wilayah provinsi Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut
adalah:
a. Keadaan Geografis
Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan
menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para
pengedar narkoba beraksi di perairan indonesia. Narkoba masuk ke provinsi
sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat
perbatasan-perbatasan. Di provinsi sumatera barat narkoba masuk melalui
sepanjang daerah pesisir pantai ( tiku, pariaman, pdng, painan, kambang dan
kepulanan mentawai).
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera
Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi
Sumatera Barat ASN 10 orang, Polri 10 orang, PPNPN 28 orang. Berdasarkan

ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 2110rang.



c. Belum adanya fasilitas rehabilitasi khusus penanganan penyalahgunan Narkoba
d. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai

peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba yang mereka ketahui.



BABII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI
Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri

dari 2 tujuan, yakni:

1.

Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya
penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini,
upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu
pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus
ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui
tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan

jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari
tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional,
produktif, dan proporosional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN
yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh
masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan
memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap

peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN

bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit

organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya

untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan

penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024

adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;

2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;

3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;

4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;

5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan

dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu,

dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Barat juga menyelarasakan

dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan

peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Barat

sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.

Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah

2. Memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait PAGN

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi relawan narkoba, penggiat anti narkoba, Agen
Pemulihan sebagai perpanjang tanganan BNN Provinsi Sumatera Barat

4. Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai wadah pelaksanaan
rehabilitasi penyalahguna narkoba

5. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik

6. Menambahkan Jumlah Sumber Daya Manusia



BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja sesuai
dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN
Provinsi Sumatera Barat menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran
dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target
kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian,
rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencara Program Kerja Jangka Menengah
BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah
provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Sumatera Barata Tahun 2020-2024 disajikan

dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Sumatera Barat tahun
2020-2024 sebesar Rp 29.368.780.000, yang tersebar di 4 (empat) unit kerja BNN
Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan
pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan
juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Sumatera Barat
tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan

pendanaan.



BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang
sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Sumatera Barat. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja
dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis

sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.



Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Lampiran

Matrik Rencana Kinerja

Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
1. | Pengelolaan Meningkatnya daya tangkal | Jumlah kabupaten/kota
Informasi dan anak dan remaja terhadap dengan Indeks Ketahanan
Edukasi pengaruh buruk Diri Remaja Terhadap - 3 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota
penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Narkoba
peredaran gelap narkotika | berkategori “Tinggi” di
wilayah provinsi
2. | Penyelenggaraan Meningkatnya daya tangkal | Jumlah kabupaten/kota
Advokasi keluarga terhadap pengaruh | dengan Indeks Ketahanan
buruk penyalahgunaan dan | Keluarga Terhadap - 4 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota
peredaran gelap narkotika | Penyalahgunaan Narkoba
berkategori “Tinggi” di
wilayah provinsi
3. | Pemberdayaan Meningkatnya kesadaran Jumlah kabupaten/kota
Peran Serta dan kepedulian masyarakat | dengan Indeks Kemandirian
Masyarakat dalam penanganan PAGN Partisipasi berkategori - 4 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota | 4 kab/kota
“Mandiri” di Wilayah
Provinsi
4. | Penyelenggaraan Meningkatnya upaya Jumlah kawasan rawan di
Pemberdayaan pemulihan kawasan atau wilayah provinsi yang beralih
Alternatif wilayah rawan narkoba status dari “Bahaya” menjadi ) 2 kawasan | 2 kawasan | 2 kawasan | 2 kawasan
secara berkelanjutan “Waspada”




INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Keterpul}han Kawqian ) 2,52 2,53 2,55 2,55
Rawan yang diintervensi *)
5. | Penguatan Lembaga | Meningkatnya kapasitas Jumlah petugas
Rehabilitasi Instansi | tenaga teknis rehabilitasi penyelenggara layanan IBM - 28 Orang | 28 Orang | 30 Orang 30 Orang
Pemerintah yang terlatih
Jumlah petugas Rehabilitasi
yang tersertifikasi - 5 orang 5 orang 10 orang 10 orang
kompetensi teknis
6. | Penguatan Lembaga | Meningkatnya aksesibilitas | Jumlah lembaga rehabilitasi
Rehabilitasi dan kemampuan fasilitas yang memenuhi Standar ) ) ) ) )
Komponen layanan rehabilitasi Pelayanan Minimal (SPM) di
Masyarakat narkotika Wilayah Provinsi
Jumlah unit penyelenggara
layanan rehabilitasi
Intervensi Berbasis - 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit
Masyarakat (IBM) di
Wilayah Provinsi
Indeks kepuasan layanan
Klinik rehabilitasi BNNP - 3.2 3.2 34 34
7. | Pelaksanaan Meningkatnya pemetaan Jumlah jaringan peredaran
Intelijen Berbasis jaringan peredaran gelap gelap narkotika dan precursor ) 1 peta . 1 Peta . 1 Peta . 1 Peta
teknologi narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil jaringan jaringan jaringan jaringan
narkotika dipetakan*)
8. Meningkatnya Jumlah berkas perkara tindak ) 17 berkas 9 berkas 20 berkas | 20 berkas

pengungkapan tindak

pidana narkotika dan




INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
Penyidikan Jaringan | Pidana narkotika dan lahan | prekursor narkotika yang P-
Gelap Peredaran tanaman ganja dan tanaman | 21
Gelap Narkotika terlarang lainnya Jumlah titik lahan tanaman
ganja dan tanaman terlarang - - - - -
lainnya yang dimusnahkan*)
9. | Pengawasan Meningkatnya pengawasan | Nilai tingkat keamanan,
Tahanan dan Barang | tahanan dan barang bukti ketertiban, dan kesehatan - 100 100 100 100
Bukti narkotika tahanan
Nilai tingkat keamanan
barang bukti narkotika dan - 100 100 100 100
non narkotika
10. | Penyidikan Tindak | Meningkatnya Jumlah berkas perkara tindak
Pidana Pencucian pengungkapan kasus pidana pencucian uang hasil
Uang Hasil Tindak | pencucian uang hasil tindak | tindak pidana narkotika dan - - - - -
Pidana Narkotika pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-
prekursor narkotika 21%)
11. | Penyusunan dan Meningkatnya proses Nilai Kinerja Anggaran
. L - 92 93 94 95
Pengembangan manajemen kinerja secara | BNNP
Rencana Program efektif dan efisien ..
Jumlah BNNK di wilayah
dan Anggaran BNN o AN
provinsi dengan Nilai Kinerja - - - - -
Anggaran mencapai target
bi Meningkatnya tata kelola Nilai Indikator Kinerja
12. sz naan d administrasi keuangan yang | Pelaksanaan Anggaran - 94 94 95 95
Administrasi dan sesuai prosedur (IKPA) BNNP




NO

KEGIATAN

Pengelolaan
Keuangan

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah BNNK di wilayah

Provinsi dengan Nilai IKPA
mencapai target

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi




Lampiran

Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

0| KEGIATAN SASARAN Ili(]};l;iﬂgR KEBUTUHAN PENDANAAN
KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
1. | Pengelolaan Meningkatnya Jumlah
Informasi dan daya tangkal kabupaten/kota
Edukasi anak dan remaja | dengan Indeks
terhadap Ketahanan Diri
pengaruh buruk | Remaja Terhadap
- Rp. 590.396.000 | Rp.442.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.450.000.000
penyalahgunaan | Penyalahgunaan
dan peredaran Narkoba
gelap narkotika | berkategori
“Tinggi” di
wilayah provinsi
2. | Penyelenggaraan | Meningkatnya Jumlah
Advokasi daya tangkal kabupaten/kota
keluarga dengan Indeks
terhadap Ketahanan
pengaruh buruk | Keluarga
penyalahgunaan | Terhadap - Rp. 285.035.000 | Rp. 419.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.450.000.000
dan peredaran Penyalahgunaan
gelap narkotika | Narkoba
berkategori
“Tinggi” di

wilayah provinsi




SASARAN INDIKATOR KEBUTUHAN PENDANAAN
NO | KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
3. | Pemberdayaan Meningkatnya Jumlah
Peran Serta kesadaran dan kabupaten/kota
Masyarakat kepedulian dengan Indeks
masyarakat Kemandirian - | Rp.1.031.596.000 | Rp.1.179.720.000 | Rp.1.180.000.000 | Rp.1.180.000.000
dalam Partisipasi
penanganan berkategori
PAGN “Mandiri” di
Wilayah Provinsi
4. | Penyelenggaraan | Meningkatnya Jumlah kawasan
Pemberdayaan upaya pemulihan | rawan di wilayah
Alternatif kawasanatau | provinsiyang | | po 163979000 | Rp. 154.174.000 | Rp. 160.000.000 | Rp. 160.000.000
wilayah rawan beralih status dari
narkoba secara “Bahaya” menjadi
berkelanjutan “Waspada”
Nilai Keterpulihan
Kawasan Rawan ) ) ) ) )
yang diintervensi
")
5. | Penguatan Meningkatnya Jumlah petugas
Lembaga kapasitas tenaga | penyelenggara
Rehabilitasi teknis layanan IBM yang - Rp. 202.625.000 | Rp.228.722.000 | Rp.250.000.000 | Rp.250.000.000
Instansi rehabilitasi terlatih
Pemerintah Jumlah petugas
Rehabilitasi yang
tersertifikasi - Rp. 16.780.000 Rp.18.664.000 Rp.20.000.000 Rp.20.000.000

kompetensi teknis




0| KEGIATAN SASARAN H\]I(D];JI%;TIXR KEBUTUHAN PENDANAAN
KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
6. | Penguatan Meningkatnya Jumlah lembaga
Lembaga aksesibilitas dan | rehabilitasi yang
Rehabilitasi kemampuan memenuhi
Komponen fasilitas layanan | Standar Pelayanan | =~ |~ ) ) )
Masyarakat rehabilitasi Minimal (SPM) di
narkotika Wilayah Provinsi
Jumlah unit
penyelenggara
layanan
rehabilitasi
Intervensi - Rp. 523.112.000 | Rp. 289.816.000 | Rp. 300.000.000 | Rp. 300.000.000
Berbasis
Masyarakat (IBM)
di Wilayah
Provinsi
Indeks kepuasan
layanan klinik - - - - -
rehabilitasi BNNP
7. | Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah jaringan
Intelijen pemetaan peredaran gelap
Berbasis jaringan narkotika dan
teknologi peredaran gelap | precursor - Rp.200.000.000 | Rp.50.000.000 Rp.200.000.000 | Rp.200.000.000
narkotika dan narkotika yang
prekursor berhasil
narkotika dipetakan®)
8. | Penyidikan Meningkatnya | Jumlah berkas - | Rp.1.182.061.000 | Rp.1.182.061.000 | Rp.1.182.061.000 | Rp.1.182.061.000
Jaringan Gelap pengungkapan perkara tindak




SASARAN INDIKATOR KEBUTUHAN PENDANAAN
NO | KEGIATAN KINERJA
KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
Peredaran Gelap | tindak pidana pidana narkotika
Narkotika narkotika dan dan prekursor
lahan tanaman narkotika yang P-
ganja dan 21
tanaman - Jumlah titik lahan
terlarang lainnya .
tanaman ganja dan
tanaman terlarang - - - - -
lainnya yang
dimusnahkan*)
9. | Pengawasan Meningkatnya Nilai tingkat
Tahanan dan pengawasan keamanan,
Barang Bukti tahanan dan ketertiban, dan - Rp. 228.760.000 | Rp. 188.710.000 | Rp.200.000.000 | Rp.200.000.000
barang bukti kesehatan tahanan
narkotika Nilai tingkat
keamanan barang
bukti narkotika - Rp. 19.475.000 Rp 52.675.000 Rp 55.000.000 Rp 55.000.000
dan non narkotika
10. | Penyidikan Meningkatnya Jumlah berkas
Tindak Pidana pengungkapan perkara tindak
Pencucian Uang | kasus pencucian | pidana pencucian
Hasil Tindak uang hasil tindak | uang hasil tindak ) ) ) ) )
Pidana Narkotika | pidana narkotika | pidana narkotika
dan prekursor dan prekursor
narkotika narkotika yang P-
21%)
11. | Penyusunan dan | Meningkatnya Nilai Kinerja
Pengembangan | proses Anggaran BNNP Rp. 137.460.000 | Rp. 148.896.000 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000




0| KEGIATAN SASARAN H\]I(])];JI;%T]XR KEBUTUHAN PENDANAAN
KEGIATAN KEGIATAN 2020 2021 2022 2023 2024
Rencana manajemen Jumlah BNNK di
Program dan kinerja secara wilayah provinsi
Anggaran BNN | efektif dan dengan Nilai - - - - -
efisien Kinerja Anggaran
mencapai target
Nilai Indikator
Kinerja
. Pelaksanaan - Rp.3.927.022.000 | Rp.5.010.590.000 | Rp.5.200.000.000 | Rp.5.200.000.000
Pembinaan E/ienlinlgk]amya Anggaran (IKPA)
Administrasi dan | o o 08 BNNP
12. Pengelolaan administrasi Tumlah BNNK di
Keuangan keuangan yang umia & dl
sesuai prosedur wilayah Provinsi
dengan Nilai - - - - -
IKPA mencapai
target

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi




Lampiran

Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2020-2024

NO | KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT
1. Pengelolaan Jumlah kabupaten/kota dengan | SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh | Pengembangan  keterampilan  hidup
Informasi dan | Indeks Ketahanan Diri Remaja Pengembangan Soft Skill (softskill) di SMP dan SMU sederajat
Edukasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba e Informasi dan edukasi melalui

berkategori
provinsi

“Tinggi” di wilayah

kampanye / pagelaran seni
Informasi dan edukasi melalui
insert konten

Informasi dan edukasi melalui
pemanfaatan media luar ruang

Informasi dan edukasi melalui
media online

Koordinasi persiapan
pengembangan softskill di SMP
dan SMU sederajat

Pelatihan softskill di SMP dan
SMU sederajat

Monitoring dan evaluasi

Monitoring pelaksanaan informasi
dan edukasi di BNNK

Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang
Terbentuk




NO | KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT
2. Penyelenggaraan | Jumlah kabupaten/kota dengan | Pendampingan Program Ketahanan Pelaksanaan program ketahanan keluarga
Advokasi Indeks  Ketahanan  Keluarga | Keluarga Anti Narkoba anti narkoba
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba e Rapat koordinasi pelaksanaan
berkategori “Tinggi” di wilayah program ketahanan keluarga anti
provinsi narkoba
e Koordinasi dalam rangka
penguatan pelaksanaan advokasi
P4GN di BNNK
e Asistensi pelaksanaan program
ketahanan keluarga anti narkoba
Advokasi Program Ketahanan Keluarga -
Berbasis Sumber daya Desa
3. Pemberdayaan Jumlah kabupaten/kota dengan | Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Pembinaan teknis
Peran Serta | Indeks Kemandirian Partisipasi | Ancaman Narkoba e Rapat kerja teknis program
Masyarakat berkategori “Mandiri” di Wilayah pemberdayaan masyarakat tahun
Provinsi 2021

e Rapat kerja teknis BNNP dan
BNNK dalam upaya sinkronisasi
pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat

Pemetaan kelompok sasaran di Instansi
Pemerintah

e Rapat Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Anti
Narkoba

Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan
Masyarakat melalui Kebijakan Kota
Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi
Pemerintah




NO

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
RINCIAN OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

e  Workshop Penggiat P4GN
Instansi Pemerintah
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota
Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi
Pemerintah
e Monitoring Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
di Instansi Pemerintah
Pemetaan  kelompok  sasaran  di
Lingkungan Swasta
e Rapat Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Anti
Narkoba
Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan
Masyarakat
melalui  Kebijakan Kota  Tanggap
Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta
e Workshop Penggiat PAGN Dunia
Usaha/Lingkungan Swasta
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota
Tanggap  Ancaman  Narkoba  di
Lingkungan Swasta
e Monitoring Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat
di Lingkungan Swasta
Pemetaan  kelompok  sasaran  di
Lingkungan Masyarakat
e Rapat Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Anti
Narkoba




NO

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
RINCIAN OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan
Masyarakat melalui Kebijakan Kota
Tanggap  Ancaman  Narkoba  di
Lingkungan Masyarakat

e Bimbingan Teknis Penggiat PAGN

di Lingkungan Masyarakat

Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota
Tanggap  Ancaman  Narkoba  di

Lingkungan Masyarakat
e Monitoring Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat

di Lingkungan Masyarakat
Pemetaan  kelompok  sasaran  di

Lingkungan Pendidikan
e Rapat Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Anti
Narkoba

Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan
Masyarakat melalui Kebijakan Kota
Tanggap  Ancaman  Narkoba  di

Lingkungan Pendidikan
e Bimbingan Teknis Penggiat PAGN
Lingkungan Pendidikan

Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota
Tanggap  Ancaman  Narkoba  di

Lingkungan Pendidikan
e Monitoring Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat

Lingkungan Pendidikan




Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Alternatif

. Jumlah kawasan

. Nilai

rawan di
wilayah provinsi yang beralih
status dari “Bahaya” menjadi
“Waspada”

Keterpulihan Kawasan
Rawan yang diintervensi *)

Fasilitasi Program Alternative Development
pada Kelompok Masyarakat di Kawasan
Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkotika

Pembinaan

Teknis Pemberdayaan

Masyarakat Anti Narkoba

Pembinaan Teknis Bagi BNN
Kab/Kota Bidang Pemberdayaan
Alternatif

Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba

Pemetaan Potensi pada Kawasan
Rawan Narkoba perkotaan /
perdesaan

Rapat Kerja dalam Rangka Sinergi
Program Pemberdayaan
Alternatif dengan Stakeholder
Audiensi dengan  Stakeholder
dalam  rangka  Harmonisasi
Program Pemberdayaan Alternatif
pada Kawasan Rawan
Narkoba

Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan
Rawan Narkoba

Bimbingan Teknis Lifeskill bagi
masyarakat ~ kawasan  rawan
narkoba di wilayah
perkotaan/perdesaan

Bimbingan Teknis Stakeholder
dan Pendamping dalam
rencana aksi pemberdayan
Alternatif pada kawasan rawan
Narkoba

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Program
Pemberdayaan Alternatif




pada kawasan rawan
perkotaan/perdesaan




KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

NO | KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT
Fasilitasi Program Alternative Development | -
pada Kelompok Masyarakat di Kawasan
Rawan Tanaman Terlarang
5. Penguatan Jumlah petugas penyelenggara Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg | Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis
Lembaga layanan IBM yang terlatih diberikan pelatihan masyarakat
Rehabilitasi e Bimbingan Teknis Petugas IBM
Instansi Monitoring petugas rehabilitasi
Pemerintah e Monitoring Rencana AksI

Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi
Teknis Rehabilitasi

Jumlah petugas Rehabilitasi yang
tersertifikasi kompetensi teknis

Tenaga rehabilitasi yg diberikan
peningkatan kompetensi teknis

Peningkatan kompetensi teknis petugas
rehabilitasi

e Peningkatan Kompetensi Teknis
Sertifikasi petugas rehabilitasi

e Verifikasi Tempat Uji Kompetensi

e Uji Sertifikasi Konselor Adiksi




NO | KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT
6. Penguatan 1. Jumlah lembaga rehabilitasi Lembaga rehabilitasi yang operasional Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas
Lembaga yang memenuhi Standar rehabilitasi
Rehabilitasi Pelayanan Minimal (SPM) di e Bimbingan Teknis Lembaga
Komponen Wilayah Provinsi Rehabilitas
Masyarakat 2. Indeks kepuasan layanan klinik Koordinasi kelembagaan
rehabilitasi BNNP e Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Layanan Klinik Pratama
e Operasional
Rehabilitasi

Klinik/Fasilitas

e Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan

e Pendampingan Pemulihan

e [Layanan SKHPN

e Layanan Evaluasi Psikologi Tipe
A

e Layanan Evaluasi Psikologi Tipe
B

e Layanan Pembuatan Surat
Keterangan Hasil Pemeriksaan
Narkoba (PNBP)

Monitoring fasilitas rehabilitasi
e Monitoring dan Evaluasi

Rehabilitasi
Standar

Lembaga
Memenuhi
(SPM)

Narkoba yang
Pelayanan Minimal




KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN

KEGIATAN RINCIAN OUTPUT

Jumlah unit penyelenggara layanan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) | Pemetaan dan koordinasi
rehabilitasi Intervensi Berbasis | Yang terbentuk e Rapat Koordinasi IBM
Masyarakat (IBM) di Wilayah e Pemetaan

Provinsi Pembentukan unit IBM

e Pembentukan Unit IBM

e Operasional Unit IBM
Supervisi dan asistensi

e Asistensi
Operasional unit IBM

e TANPA SUB KOMPONEN

Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) | -
yang Operasional

Pelaksanaan Jumlah jaringan peredaran gelap Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana | Pengumpulan Informasi Intelijen
Intelijen Berbasis | narkotika dan prekursor narkotika | Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor e Pemetaan Informasi Jaringan
teknologi yang berhasil dipetakan*) Narkotika Intelijen
Penyidikan Jumlah berkas perkara tindak Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Penyelidikan dan Penyidikan Kasus
Jaringan  Gelap | pidana narkotika dan prekursor Tindak Pidana Narkotika
Peredaran Gelap | narkotika yang P-21 e Penyelidikan Kasus Tindak Pidana
Narkotika Narkotika
e Penyidikan Kasus Tindak Pidana
Narkotika
e Koordinasi Kegiatan Penyelesaian
Kasus Tindak Pidana
Narkotika

Jumlah titik lahan tanaman ganja Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan | -
dan tanaman terlarang lainnya*) Tanaman Narkotika




NO | KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN/SUB KOMPONEN
KEGIATAN RINCIAN OUTPUT
9. Pengawasan Nilai tingkat keamanan, ketertiban, | Layanan pengawasan dan pengelolaan | Pengawasan dan Pengelolaan Barang
Tahanan dan | dan kesehatan tahanan barang bukti narkotika dan non-narkotika Bukti Narkotika dan Non-Narkotika
Barang Bukti e Penerimaan Barang Bukti
e Pengeluaran Barang Bukti
Nilai tingkat keamanan barang | Layanan pengawasan dan perawatan tahanan | Pengawasan dan Perawatan Tahanan
bukti narkotika dan non narkotika | tindak  pidanan  narkotika,  prekursor | Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor
narkotika dan TPPU Narkotika
e Perawatan Kesehatan Tahanan
e Pengawasan Tahanan
e Administrasi Tahanan
Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi
Penyalahguna Narkotika
e TANPA SUB KOMPONEN
10. | Penyidikan Jumlah berkas perkara tindak Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang | -
Tindak Pidana pidana pencucian uang hasil tindak Hasil Tindak Pidana Narkotika
Pencucian Uang | pidana narkotika dan prekursor
Hasil Tindak narkotika yang P-21%)

Pidana Narkotika




NO

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
RINCIAN OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

11.

Penyusunan dan
Pengembangan
Rencana Program
dan Anggaran
BNN

1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP

2. Jumlah BNNK di wilayah
provinsi dengan Nilai Kinerja
Anggaran mencapai target

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Penyelenggaraan  Pembinaan  Teknis
Bidang Perencanaan
e Pembinaan Teknis Bidang

Perencanaan Wilayah
e Supervisi Bidang Perencanaan
e Koordinasi Konsultatif Bidang
Perencanaan
Perencanaan Program dan Anggaran
e Pembahasan Usulan Rancangan

Awal Renja Satuan  Kerja
Vertikal
e Penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Satuan Kerja Vertikal
BNN 2022

e Penyusunan RKA-KL  Pagu
Anggaran dan Pagu Alokasi
Anggaran Satuan Kerja BNN
Provinsi

e Penyusunan RKA-K/L  Pagu
Anggaran dan Alokasi Anggaran
Wilayah

e Koordinasi Bid. Anggaran




NO

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
RINCIAN OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Rapat Kesekretarisan Pelaksanaan
Inpred RAN P4GN Wilayah
Penyusunan Perjanjian Kinerja
Satuan Vertikal 2021

Pelaporan Periodik Pelaksanaan
Kinerja Program dan
Anggaran 2021

Konsolidasi  Capaian  Kinerja
Program dan Anggaran 2021
Evaluasi On Going Kinerja Satuan
Kerja Vertikal 2021
Penyusunan  Laporan
Satuan Kerja Wilayah

Kinerja

12.

Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Keuangan

1. Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BNNP

2. Jumlah BNNK di wilayah
Provinsi dengan Nilai IKPA
mencapai target

Layanan Manajemen Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Rekonsiliasi dan Penelaahan Data
Keuangan

Rekonsiliasi dan Penelaahan Data
Keuangan Semester I

Penyusunan  Laporan  PNBP
Semester [
Penyusunan  Laporan = PNBP

Semester 11

Layanan Perkantoran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan




NO

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /
RINCIAN OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Operasional Perkantoran

e Administrasi Kegiatan

e Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Ke Kanwil

e Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Ke KPPN

e Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Ke KPKNL

e Penyampaian SPM Ke KPPN

e Pengelolaan Sistem Akuntansi
Tingkat UAKPA
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